
 

21 

 Submitted for possible open access publication under the terms and conditions  

of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). 

 
 

PENYULUHAN LARANGAN DAN TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM 

TERBARU DAN PENYESUAIANNYA DALAM TRANSAKSI 
ELEKTRONIK  

 
Firmansyah1*, Rahmat Hernanda2, Yeni Lestari3, Muhammad Agung Zailani4 

*Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro 
Mahasiswa IAIN Metro (Peserta KKN Periode 1 Tahun 2024) 

 

 
 
 
 
*Corresponding author 
Email: firmansyah@metrouniv.ac.id  
HP: 085279582685 
 

Kata Kunci:  
Larangan; 
Tindakan; 
Penegakan Hukum: 
Transaksi Elektronik. 
 
Keywords:  
Prohibition; 
Action: 
Law Enforcement; 
Electronic Transactions; 

 

ABSTRAK 
Perkembangan pesat teknologi informasi yang telah 
mengubah pola perilaku masyarakat dalam melakukan 
transaksi, termasuk di dalamnya transaksi elektronik yang 
semakin populer. Namun, seiring dengan perkembangan 
tersebut, juga muncul berbagai masalah hukum yang 
perlu diperhatikan, seperti perlindungan data pribadi, 
keamanan transaksi, dan penegakan hukum terhadap 
pelanggaran yang terjadi dalam konteks ini. Penyuluhan 
menjadi salah satu upaya yang efektif untuk 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aspek 
hukum yang berlaku dalam transaksi elektronik. Dengan 
penyuluhan yang tepat sasaran dan informatif, 
diharapkan masyarakat dapat lebih aware terhadap 
larangan dan tindakan penegakan hukum terbaru yang 
berlaku dalam lingkungan transaksi elektronik. Selain itu, 
penyesuaian hukum yang terus berubah juga menjadi 
fokus utama dalam kegiatan ini, mengingat 
perkembangan teknologi yang dinamis membutuhkan 
respons hukum yang cepat dan tepat. Metode yang 
digunakan dalam pengabdian ini meliputi 
penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti seminar, 
workshop, pelatihan, dan sosialisasi di berbagai tingkatan 
masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam 
kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang 
signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan 
kemampuan adaptasi terhadap perubahan hukum yang 
terkait dengan transaksi elektronik. Dengan demikian, 
hasil dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat 
kepatuhan hukum dan perlindungan masyarakat dalam 
konteks transaksi elektronik. 
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ABSTRACT  
The rapid development of information technology has 
transformed societal behavior in conducting transactions, 
including the increasingly popular electronic transactions. 
However, along with this development, various legal 
issues need attention, such as personal data protection, 
transaction security, and law enforcement against 
violations within this context. Legal counseling is one 
effective effort to enhance public understanding of the 
legal aspects applicable to electronic transactions. With 
targeted and informative counseling, it is hoped that the 
public can become more aware of prohibitions and the 
latest law enforcement actions applicable in the electronic 
transaction environment. Additionally, ongoing legal 
adjustments are also a primary focus in this endeavor, 
considering the dynamic technological advancements that 
require swift and accurate legal responses. The methods 
used in this community service include organizing various 
activities such as seminars, workshops, training sessions, 
and public awareness campaigns at various levels of 
society. Active participation from the community in these 
activities is expected to have a significant impact on 
increasing legal awareness and the ability to adapt to legal 
changes related to electronic transactions. Therefore, the 
outcomes of this community service are expected to make 
a tangible contribution to strengthening legal compliance 
and protecting the public within the context of electronic 
transactions. 
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PENDAHULUAN 
 
Perkembangan pesat teknologi informasi telah merevolusi berbagai aspek 

masyarakat, terutama dalam ranah transaksi. Transaksi elektronik, khususnya, telah 
menjadi semakin populer, mengubah cara individu dan bisnis melakukan 
perdagangan. Namun, evolusi ini tidak datang tanpa tantangan. Seiring dengan 
teknologi terus berkembang, masalah terkait privasi data, keamanan transaksi, dan 
penegakan hukum telah menjadi sorotan utama. 

Proliferasi transaksi elektronik adalah hasil langsung dari adopsi luas platform 
digital dan internet. Dengan kenyamanan dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh 
platform online, lebih banyak orang memilih untuk melakukan transaksi digital, mulai 
dari pembelian online hingga transaksi keuangan dan lainnya. Perubahan ini tidak 
hanya mempermudah proses, tetapi juga memperkenalkan kompleksitas dan 
implikasi hukum yang memerlukan pertimbangan yang hati-hati. 

Salah satu kekhawatiran utama dalam ranah transaksi elektronik adalah 
perlindungan data pribadi. Saat individu membagikan informasi sensitif secara online, 
ada kebutuhan yang semakin meningkat untuk langkah-langkah perlindungan data 
yang kuat untuk melindungi dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan. Selain 
itu, memastikan keamanan transaksi sangat penting untuk membangun kepercayaan 
dan keyakinan di antara pengguna. 

Selain itu, lanskap hukum seputar transaksi elektronik terus berkembang. 
Regulasi dan kebijakan baru diperkenalkan untuk mengatasi tantangan-tantangan 
baru seperti kejahatan cyber, pencurian identitas, dan aktivitas-aktivitas penipuan. 
Lingkungan yang dinamis ini memerlukan upaya pendidikan dan kesadaran yang 
berkelanjutan untuk menjaga masyarakat tetap terinformasi tentang hak, kewajiban, 
dan kerangka hukum yang mengatur transaksi elektronik. 

Dalam konteks tantangan dan peluang ini, penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi peran penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman 
masyarakat tentang aspek hukum transaksi elektronik. Melalui penyelenggaraan 
seminar, workshop, pelatihan, dan kampanye kesadaran, penelitian ini bertujuan 
memberdayakan individu dan bisnis dengan pengetahuan dan keterampilan yang 
diperlukan untuk mengelola kompleksitas hukum transaksi elektronik secara efektif. 

Melalui partisipasi aktif dan keterlibatan, penelitian ini bertujuan untuk 
berkontribusi dalam memperkuat kepatuhan hukum, mempromosikan privasi data, 
dan menciptakan lingkungan yang aman bagi transaksi elektronik. Dengan 
menangani masalah ini secara komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan kontribusi yang bermakna dalam memajukan bidang perdagangan 
elektronik dan memastikan perlindungan dan hak semua pihak yang terlibat. 

 
METODE PELAKSANAAN 

 
Perkembangan pesat teknologi informasi telah mengubah pola perilaku 

masyarakat dalam melakukan transaksi, termasuk di dalamnya transaksi elektronik 
yang semakin populer. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, juga muncul 
berbagai masalah hukum yang perlu diperhatikan, seperti perlindungan data pribadi, 
keamanan transaksi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam 
konteks ini. 
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Penyuluhan menjadi salah satu upaya yang efektif untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat tentang aspek hukum yang berlaku dalam transaksi 
elektronik. Dengan penyuluhan yang tepat sasaran dan informatif, diharapkan 
masyarakat dapat lebih aware terhadap larangan dan tindakan penegakan hukum 
terbaru yang berlaku dalam lingkungan transaksi elektronik. Selain itu, penyesuaian 
hukum yang terus berubah juga menjadi fokus utama dalam kegiatan ini, mengingat 
perkembangan teknologi yang dinamis membutuhkan respons hukum yang cepat dan 
tepat. 

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi penyelenggaraan berbagai 
kegiatan seperti seminar, workshop, pelatihan, dan sosialisasi di berbagai tingkatan 
masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan ini diharapkan dapat 
memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan 
kemampuan adaptasi terhadap perubahan hukum yang terkait dengan transaksi 
elektronik. Dengan demikian, hasil dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kepatuhan hukum dan perlindungan 
masyarakat dalam konteks transaksi elektronik. 

 

Metode 

Penyuluhan Deskripsi 

Seminar 

Mengadakan acara seminar yang melibatkan narasumber ahli di bidang hukum 

dan teknologi informasi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang 

hukum dalam transaksi elektronik. 

Workshop 

Mengorganisir workshop interaktif di mana peserta dapat belajar secara praktis 

tentang penerapan hukum dalam skenario transaksi elektronik. 

Pelatihan 

Menyelenggarakan pelatihan bagi para praktisi hukum dan pemangku 

kepentingan lainnya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek 

hukum dalam transaksi elektronik. 

Sosialisasi 

Melakukan kampanye sosialisasi di tingkat masyarakat untuk meningkatkan 

kesadaran tentang hak, kewajiban, dan tindakan hukum terkait transaksi 

elektronik. 

 
Tabel ini memberikan gambaran mengenai berbagai metode yang akan 

digunakan dalam kegiatan penyuluhan, mulai dari seminar dan workshop hingga 
pelatihan dan kampanye sosialisasi 

 
HASIL PEMBAHASAN 

 
Proses penyuluhan yang dilakukan dalam pengabdian ini menghasilkan sejumlah 

pencapaian yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 
aspek hukum dalam transaksi elektronik. Berikut adalah beberapa hasil yang dicapai: 
 

No. Hasil Deskripsi 

1 

Peningkatan Kesadaran 

Hukum 

Peserta seminar, workshop, dan pelatihan mengalami 

peningkatan kesadaran tentang aspek hukum yang berlaku 
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No. Hasil Deskripsi 

dalam transaksi elektronik, termasuk pemahaman tentang hak 

dan kewajiban dalam konteks hukum tersebut. 

2 

Pengetahuan Praktis 

tentang Penerapan 

Hukum dalam Transaksi 

Elektronik 

Peserta workshop mendapatkan pengetahuan praktis tentang 

langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mematuhi 

regulasi hukum dalam situasi transaksi elektronik yang beragam. 

Mereka mampu mengaplikasikan pengetahuan ini dalam 

skenario nyata yang mereka hadapi dalam aktivitas transaksi 

elektronik. 

3 

Keterlibatan Aktif 

Masyarakat dalam Diskusi 

Hukum Transaksi 

Elektronik 

Melalui kampanye sosialisasi, masyarakat terlibat secara aktif 

dalam diskusi dan pertukaran informasi mengenai hukum yang 

berlaku dalam transaksi elektronik. Mereka dapat mengajukan 

pertanyaan, berbagi pengalaman, dan berdiskusi tentang 

langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran hukum di 

lingkungan mereka. 

4 

Respons Hukum Cepat 

dari Praktisi Hukum 

Praktisi hukum yang mengikuti pelatihan dapat merespons 

perubahan hukum yang terkait dengan transaksi elektronik 

dengan lebih cepat dan tepat. Mereka memiliki pemahaman 

yang lebih baik tentang dinamika hukum yang berlaku dan dapat 

mengambil tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan 

perubahan tersebut. 

5 

Kesadaran Perlindungan 

Data Pribadi dalam 

Transaksi Elektronik 

Melalui penyuluhan, masyarakat menjadi lebih sadar akan 

pentingnya melindungi data pribadi mereka saat melakukan 

transaksi elektronik. Mereka lebih berhati-hati dalam 

membagikan informasi sensitif dan mematuhi kebijakan 

perlindungan data yang berlaku. 

 
 

Hasil-hasil ini mencerminkan efektivitas metode penyuluhan yang telah diterapkan 
dalam pengabdian ini dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait 
transaksi elektronik di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya 

 
KESIMPULAN 

 

Proses penyuluhan pengabdian yang dilakukan telah memberikan dampak positif 
dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang aspek hukum 
dalam transaksi elektronik. Melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, 
pelatihan, dan sosialisasi, berbagai hasil dapat disimpulkan: 

Peningkatan Kesadaran Hukum: Peserta mengalami peningkatan kesadaran 
tentang hak, kewajiban, dan tindakan hukum terkait transaksi elektronik. Mereka lebih 
aware terhadap larangan dan respons hukum terbaru yang berlaku. Pengetahuan 
Praktis: Peserta workshop mendapatkan pengetahuan praktis yang dapat mereka 
terapkan dalam situasi nyata transaksi elektronik, membantu mereka mematuhi 
regulasi hukum dengan lebih baik. Keterlibatan Aktif Masyarakat: Melalui kampanye 
sosialisasi, masyarakat terlibat aktif dalam diskusi hukum, menciptakan lingkungan 
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yang mendukung pertukaran informasi dan pemahaman yang lebih baik. Respons 
Hukum Cepat: Praktisi hukum yang terlibat dapat merespons perubahan hukum 
dengan cepat dan tepat, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan 
hukum terkait transaksi elektronik. Kesadaran Perlindungan Data: Masyarakat 
menjadi lebih sadar akan pentingnya melindungi data pribadi mereka dalam transaksi 
elektronik, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan data. 

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini telah berhasil memberikan kontribusi 
nyata dalam memperkuat kepatuhan hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan 
melindungi masyarakat dalam konteks transaksi elektronik. Melalui pendekatan yang 
holistik dan beragam metode penyuluhan, upaya untuk mengedukasi dan 
membimbing masyarakat dalam memahami serta mengikuti regulasi hukum yang 
berlaku dalam lingkungan transaksi elektronik telah memberikan hasil yang positif dan 
bermanfaat. Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan dalam 
pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat untuk mendukung pertumbuhan yang 
sehat dan aman dalam ekosistem transaksi elektronik. 
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